PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II

MOJOKERTO

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT Il MOJOKERTO

NOMOR 7 TAHUN 1998
. TENTANG

PAJAK PENERANGAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

Mengingat

Mengingat

: a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang

Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah, Peraturan Daersh tentang Pajak
Penierangean Jalan perlu disesuaikan ;

'b. bahwa untuk melaksanakan penyesueian

sebagaimana dimaksud huruf a konsideran ini, perlu
mengatur kembali Pajak Penerangan Jalan yang

‘ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
. Undang - undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam
Lingkungan Propinsi Jawa * Timur/Jawa
Tengah /Jawa Barat ;

. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang

Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah {Lembararn
Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambehan Lembaran
Negara Nomor 3037) ;

. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Hukum Acara Pidana {Lembaran Negara Tahun
1981 Nomor 76, Tambahan Lembararn Nepars Nomor
3209 ;

. Undang-undang Nomor 17 Tghun 1997 fentang

Badan Penyelesai-an Sengketa Pajak (Lembaran
Negara Tehun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3684); -

. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3685) ;

. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang

Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran
Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3686) ;

. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982

tentang Perubahan Batag Wilayah Ketamadya
Daerah Tingkat 1 Mojokerto (Lembaran Negara
Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3242) ;



8. Peraturan FPemerint«h Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan 'Kitab ' Undang - undang Hukum Acara Pidana
( Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan
Lembaran Negara Momror 3258 ) ;

3. Peraturan Pemenirizh Nomor 19 Tahun 1997 tentang  Pajak
Daerah (lerbar. @ Negara Republi Indonesia Tahun 1997
Nomor 54, Tambr 10 Lembaran Negara Nomor 3631) ;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997

~ tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Peerintah
Daerah ;

1T. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993
tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah
Perubahan ;

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Takun 1997
tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Dacrah ;

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997
tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak
Daerah Dan Retribusi Daerah ;

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997
tentang tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah.

Denglz: persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Deerah Kotamadya Daerah Tingkat II
Mojokerto. .

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT 1I
' MOJOKERTO TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN.

BAB 1

KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

4. Daerah, adalah Kotamadya Daerah Tingxat Il Mojokerto ;
b. Pemerintah Daersh, adalah Pemerintah Kotamadya Daerah

Tingkat I1 Mojokerto ;
¢. Kepala Dacrah, adalah Walikotamadya Kepala Dacrah Tingkat

II Mojokerto ; . :

d. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang
perpajakan daerar sesuai peraturan perundang-undangan yang
berlaku ;

e. Dinas Fendapaten Deersh, adalah Dinas Pendapatan Daerah
Kota-madya Daerah Tingkat 11 Mojokerto ;

f. Kas Daersh adalah Kas Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II
Mojokerto ;



4

g Perusahaan Listrik Negara yang selamjutnya disingkat PLN,

- adalah Perusahaan Listrik Negara (Persero) ; -

h. Pajak . Fenerangan Jalan yang selanjuinya disebut Pajak,
adalah pungutan daerah atas penggunaan tenaga listrik ;

1. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang ° selanjutnya disingkat
SPTPD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk

‘" melaporkan penghitungan dan pembayaran Pajak yang terutang

menurut peraturan perundang-undangan pefpajakan daerah ;

J- Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPI),
sdalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakiukan
pembayaran atau penyétoran pajak yang terutang ke Kas Daerah
atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah ;

o E:ié.:S"urat_' Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjuinya disingkat SKPD,

adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak
yang terutang ;

1. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya
disingkat SKPDKB, adalah surat keputusan vang menentukan
besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah
kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi
administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar ;

m. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang
ilaniumya disingkat SKPDKBT, adalah surat keputusan yang

: enentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan ;

n. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya

- disingkat SKPDLB, adalah surat keputusan yang menentukan

jumiah kelebihan pembayaran pajak karena kredit pajak lebih
sar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang ;

0. Surat Ketetapan Pajak Daerah = Nihil, yang  selanjutnya
disingkat SKPDN, adslah surat keputusan yang menentukan
jumlal pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit
pajak, atau pajak hidak terutang dan tidak ada kredit pajak :

" p. Surat Tagihan Pzjak Daerah, yang selanjutnys disingkat STPD,

adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi
administrasi berupa bunga dan atau denda.

BAB I
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK

Pasal 2

(1) Dengan nama Pajak Penerangan Jalan dipungut Pajak atas setiap
penggunaan tendga histrik ; ‘

(2) Obyek Pajak adalah setiap penggunaan tenaga listrik ;

(3) Penggunaan' tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN maupun
bukan PLN. o

Pasal 3
Dikecualikan dari obyek pajak adalah :

a. Pengguraan fenaga listrik ‘oleh Instansi Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah



b.

(1)
(2

(1)
2)

(3)

(1)

Penggunaan ienags hsink pada tempat-tempat  yang
digunakan oleh kedutaan, konsulat, perwakilan asing, dan
lembaga-lembaga iniernasional dengan asas {imbal balik
sebagaimana berlaku untuk pajak negara ;

Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari  bukan FLN
dengan kapasitas tertentu yang fidak mcmerlukan ijin dari
Instansi teknis terkait ;

Penggunaan tenaga listrik yang khusus dlgunakan untuk
tempat ibadah.

Pasal 4
Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang
menggunakan tenaga listrik ;
Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menjadi
pelanggan listrik dan atau pengguna tenaga listrik ;

BAB 1II

DASAR PENGENAAN DAN TARIP PAJAK

Pasal §
Dasar pengenaan Pajak adalah Nilai Jual Tenaga Listrik ;

Nilai Jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Pasal ini ditetapkan ;

a. Dalam hal tenaga listrik berasal dari PLN dan bukan PLN
dengan pembayaran nilai juali tenaga listrik adalah besarnya
tagihan biaya penggunaan listrik/rekening listrik ;

b. Dalam hal tenaga listrik berasal dari bukan  PLN dengan
tidak dipungut bayaran, nilai jual tenaga listrik ditung
berdasarkan kapasitas tersedia dan penggunaan atau
taksiran penggunaan listrik serta harga satuan listrik yang
berlaku di wilayah Daerah;

Harga satuan listrik sebagaimaria dimaksud pada avat (2)
huruf b Pasal iniditetapkan oleh Kepala Daerah dengan
berpedoman harga satuan listrik yang berlaku untuk PLN.
Pasal 6
Tarip pajak ditetapkan sebagat berikut :

Penggunaan Tenaga Listrik yang berasal dari PLN, bukan
untukindusrti sebesar 10 % (sepuluh prosen) ;

Penggunaan Tenaga listrik yang berasal dari PLN, untuk
insdustri sebesar 3 % (tiga prosen);

Penggunaan Tenaga Listrik yang berasal bukan dari PLN,
bukan untuk indusrti sebesar 10 % (sepuluh prosen) ;

Penggunaan Tenaga Listrik yang berasal bukan dari PLN,
untuk indusrt Sebesar 3 % (tiga prosen) ;
BAB IV

WILAYAH PEMUNGUTAN DAM TATA CARA
PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 7
Pajak yang terutang dipungut diwilayah Daerah ;



(2) Besamya pajak terutang . dihitung. dengan cara mengalikan tarif
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Daerah ini dengan
dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peratuan
Daerah 1ni.

BAB V
MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DA™
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH
~ Pasal 8
Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya ! (satu) bulan takwim.

Pasal 9
Pajak terutang dalam masa pajak terjedi sejak diterbitkan SKPD.

Pasal 10

(1) Setiap Wajib Pajak wajib yang menggunakan tenaga listrik bukan
PLN wajib mengisi SPTPD ; _

(2) SPTPD sehagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan
jelas, benar dan  lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak
atau kuasanya ;

(3) Wajib Pajak yang menggunakan tenaga listrik PLN, daftar rekening
bstrik yang diterbitkan oleh PLN merupakan SPTPD ;

(4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan
kepada Kepala Daerah selambat-lambatnya 15 (lima belas) heri
setelah berakhimya masa pajak ;

(8) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD  ditetapkan oleh
Kepala Daersh.

BAB V1
TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK

Pasal 11

(1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11
ayat (1) Peraturan Daerah ini, Kepala Dacrah menetapkan pajak
terutang dengan menerbitkan SKPD ;

(2) Apabila pemungutan pajak bekerjasama dengan ~ PLN, rekening
listnk dipersamakan ‘dengan SKPD;

(8) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  Pasal ini
tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga
puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi
berupa bunga sebesar 2 % (dua prosen) sebulan dan ditagih dengan
menerbitkan STPD. o '

Pasal 12 .
(1) Wajib Pajak yang membayar sendin SPTPD sebagrirana

dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah ini, digunakan

untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan »2jct
sendiri yang terutang ;



(2) Dalam jangka wakiu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya

pajak, Kepala Daerah dapat menerbitkan :
a. SKPDKB ; " -

b. SKPDKBT ;

¢, SKPDN.

(3) SKPDKB sebagaimzina dimaksud pada ayat (2) huruf a Pasal

(4)

(5)

(6)

@)

ini diterbitkan :

4. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau  keterangan
lain pajak ‘yang terutang tidak atau kurang dibayar,
dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 %
{dua prosen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau
terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua
puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak ;

b. Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka  waktu
yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan
sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua prosen)
sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat
dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh
empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak ;

¢. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak
yang terutang dihitung secara jabatan, dan dikenakan sanksi
administrasi berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima
prosen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi
berupa bunga sebesar 2 % (dua prosen) sebulan dihitung
dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka
waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung
sejak saat terutangnya pajak.

SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2)  huruf b Pasal
ini diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang
semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan
jumlah pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi administrasi
berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus prosen) dari jumlah
kekurangan pajak tersebut ;

SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf o Pasal ini
diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarinya
dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak
ada kredit pajak ; .

Apabila kewsjiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan
SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b
Pasal ini tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka
waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD
ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga Z % (dua
prosen) sebulan, : -

Penambahan jumlah pajak 'yahg terutaiﬁg sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) tidak dikenakan apabila Wajib Pajak
melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.



BAR VI
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 13

(1 Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain
yang ditunjuk ocelh Kepala Daerah sesuai waktu vang ditentukan
dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD ;

(2) Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang

. ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah
selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang
ditentukan oleh Kepala Daerah ;

(3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) pasal ini dilakukan dengan menggunakan SSPD.

‘ Pasal 14
(1)} Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas ;
(2) Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan  kepada Wajib
Pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktn
tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan ;
(3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) Pasal ini, harus dilakukan secara teratur dan berturut-

turut dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua prosen) sebulan
dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar ;

Ui (4) Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan  kepada Wajib

Pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu

yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan

dengan bunga 2 % (dua prosen) sebulan dari jumlah pajak yang
belum atau kurang dibayar ;

(5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menundsa

~ pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dart

penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4)
Pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 15

(1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud  dalam Pasal
. 15 Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran dan
dicatat dalam buku penerimaan ;

(2) Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku
penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini
ditetapkan oleh Kepala Daerah.

-~ BAB VI
TATA CARA PENAGIHAN PAJAK
'Pasal 16

(1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis
sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak
dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran;



(2) Palam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat
Teguran atau Surat Peringatan ateu surat lain yang sejenis,
Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang :

(3) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh
Pejabat. '

Pasal 17

(1) Apabils jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilumasi
dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat
Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejeris,
jumlsh pejak yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa ;

(2) Pejabat menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat 21
(dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat Teguran atau Surat
Peringatan atau surat lain yang sejenis.

Pasal 18

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam
jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat
Puksa, Pejabat segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan
Penyitaan. -

, Pasal 19
Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum juga
melunasi utang pajaknya, setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak
tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan,
Pejabat mengajukan permintasn penetapan penetapan tanggal
pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.
‘ Pasal 20
Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari tanggal, jam
dan tempat pelaksanaan lelang, Juru Sita memberitahukan dengan
segera seoara tertulis kepada Wajib Pajak.

Pasal 21
Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk
pelaksanaan penagihan pajak daerah ditetapkan oleh Kepala
Dacrah.
BAB IX
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

. Pasal 22
(1) Kepala berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat
memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak ;

(2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan
pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal
ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah.



(1

2)

(3)

1)

(1)

BAB X -

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN , PENGURANGAN
KETETAPAN, DAN FENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN
SANKSI ADMINISTRASI |

Pasal 23

Kepala Daerah karena jabatan atau atas permohonan Wajib

Pajak dapat :

a. membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT  stan
STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tuils,
kesalahan hitung, dan atau kekeliruan dalam penerapan
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah ;

b. membatalkan atau mengurangkan ketetapan pajak yang
tidak benar ;

©. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi
berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang
dalam hal sanksi terssbut dikenakan karena kekhilafan
Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya ;

Permohonan  pembetulan, - pembatalan, pengurangan

kefetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi

administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan SFPD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus
disampaikan sccara tertulis oleh Wajip Pajak kepada Kepala

Daerah atau Pejabat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari

sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD

dengan memberikan alasan yang jelas ;

Kepala Daerah atau Péjabat paling lama 3 (tiga)  bulan sejak

surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

diterima, sudah harus memberikan keputusan ;

Apabila setelah. lewat waktu 3 (ﬁg&) bulan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) Pasal ini Kepala Daerah atau Pejabat
tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan,
pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau

pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.
BAB XI
KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 24

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada
Kepala Daerah aiau Pejabat atas suatu :

a. SKPD
b. SKPDKB ;
¢. SKPDKBT ;



d. SKPDLB ;
¢. SKPDN ; |

(2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada  avat (1)
Pasal ini harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa
Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKYD,
SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN diterima oleh Wajib
Pajak, atau tanggal pemotongan/pemungutan oleh pihak ketiga
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dengan alasan
yang jelas, kecuali apabila Wajib Pajak dapai menunjukan
bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan
diluar kekuasaannyz ;

(3) Kepala Daerah atau Pejabat dalam jangka wakiu  paling lama
12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini diterima, sudah
memberikan kepitusan ; :

(4) Apabila setelah lewat wakiu 12 (dua belas) bulan
sebagaimana cimaksud pada ayat (3) Pasal ini Kepala Daerah
atau Pejabat ticak memberikan keputusan, permohonan
keberatan dianggap dikabulkan

(5) Pengajuan keberatan scbagaimana dimaksud pada  ayat (1)
Pasal ini tidak menunda kewajiban membayar pajak.
Pasal 25

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada  Badan
Penyelesaian Sengketa Pajak dalam jangka wakiu 3 (tiga) bulan
setelah diterimanya keputusan keberatan ;

(2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal
ini tidak menunda kewajiban membayar pajak.
Pasal 26

Apabila pengajuan keberatan schagaimana dimaksud Pasal
25 Peraturan Daerah ini atau banding sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 26 Peraturan Daerah ini dikabulkan sebagian atau seluruhnya,
kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah
imbalan bunga sebesar 2 %. (dua prosen) sebulan untuk paling lama
24 (dua puluh empat) bulan.

BAB XII
PENGEMBALIAN KELEBTHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 27

(1), Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan
pengembalian kelebihan pembayaran paak kepada Kepala
Daerah atau Pejabat secara tertulis dengan menyebutkan
sekurang-kurangnya

a. Nama dan alamal Wajib Pajak ;

b. Masa Pajak ;

c. Besarnya kelebihan pembayaran pajak ;
d. Alasan yang jelas.



(2)

(3)

Kepala Daerah atau Pejabat dalam jangka wakt.  pallig Lo
12 (dua belas) - bulan sejak diterimanya pernol oo
pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebaga ivsna
dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus memberikan keputusan ;

- Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada  ayai (2)
~ Pasal ini dilampaui Kepala Daerah atau FPejabat tidak

. memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan

(4}

(8)

(6)

pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus
diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan ;

Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya,
kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) Pasal ini langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih
dahulu utang pajak dimaksud ;

Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam
waktu paling lama 2 {(diia) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB
dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Keiebihan Pajak
(SPMKP) ;

Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan
setelah lewat waktu 2’ (dua) bulan sejak diterbitkannys SiFLEB,
Kepala Daerah atau Pejabat memberikan imbalan buriga sebesar
2 % (dua prosen) sebulan atas keterlamibatan pe:uoaysran
kelebihan pajak.

Pasal 28
Apabila kelebihan pembayaran pajak dipsrhitungkan

dengan utang pajak lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28
ayat (4) Peraturan Daerah ini, pembayarannya dilakukan dengan
cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku
sebagal bukti pembayaran.

(1)

2)

BAB XIII
KEDALUWARSA

Paszal 29

Hak untuk melakukan penagihan pajak, kedaluwarsa setelah
melampaut jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat
terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melskukan
tindak pidana di bidang perpajakan Daerah ;

Kedaluwarsa penagihan pajak scbagaimana dimcksd -0
ayat (1) pasal ini tertangguh apabila :

a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau ;

b. Ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung
maupun tidak langsung.



(D

(2)

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 30

Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan
SPTPD atau mengisi dengan tidzk benar atau tidak lengkap atau
melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan
keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan
paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak 2 {(dua)
kali jumlah pajak yang terutang ;

Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SFIFD
atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau
melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan
keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling
lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak 4 {(empat)
kali jumlah pajak yang terutang.

Pasal 31
Tindak pidana scbagaimana dimaksud dalam Pasal 31

Peraturan Daerah ini tidak dituntut setelah melampaui jangka wakiu
10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya
Masa Pajak.

(1)

(2)

BAB XV
PENYIDIKAN

_Pasal 32

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah
Daerah diberi wewenag khusus sebagai Penyidik untuk
melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpaiakan
daersah

Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Pasal ini adalah :

a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan menelili
keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana
dibidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan
tersebut menjadi lengkap dan jelas ;

b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan
mengenai orang pribadi ateu badan tentang kebenaran
perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak
pidana perpajakan daerah tersebut ;

6. Meminta keterangan dan bahan bukrti dari orang pribadi

atau badan schubungan dengan tindak pidana dibidang
perpajakan daerah |

d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan  dokumen-
dokumen lain berkenan dengan tindak pidana dibidang
perpajakan daerah ;



e. Mplakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan
bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain
serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;

f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan
tugas penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan
daerah ;

g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan
ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang
berlangsung dan memeriksa sidentifas orang dan atau
dokumen yang dibawa sebhagaimana dimaksud pada huruf
c ayat (2) Pasalini ;

h. Memotret sesecorang yang berkaitan dengan tindak
pidena perpajakan daerah ; '

1.  Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan
diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;

J-  Menghentikzan penyidikan ;

k. Melakukan ftindakan lain yang periu untuk kelancaran
penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah
menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (I) Pasal ini
memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyarapaikan
hasil penyidikannya kepada Penuniut Umum sesuai dengan

ketentuan yang diatur dalam Undang-undanag Nomor 8 tahun
1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Kepala
Daerah. .

Pasal 34

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan
Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 5 Tahun
1994 tanggal 12 januari 1994 tentang Pajak Penerangan Jalan di
Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat Il Mojokerto (Lembaran Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat [I Mojokerto Nomor 1/A Tahun 1995
Seri A pada tanggal 1 Pebruari 1995), dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.



Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya,
memeriniahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadys Daerah

Tingkat Il Mojokerto.

" Ditetapkan di  Mojokerto
pada tanggal 27 Mei ngoa
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT

KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II 11 MOJOKERTO
MOJOKERTO
Ketua,
Cap. ttd Cap. ttd
SUHARTO SUNARYOQO, S.E. TEGOEH SOEJONO, S.H.

Disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
No:973.35 -120 Tanggal 16 Pebruari 1999.
DIREKTORAT JENDERAL
PEMERINTAHAN UMUM DAN OTONOMI
DAERAH
Direktur Pe_rﬁbinéan Pemerintahan Daerah
Cap. ttd
Drs. KAUSAR AS.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat I
Mojokerto Tahun 1999 Seri A pada tanggal 13 April 1999 Nomor : 2/ A

An WALIKOTAMADYA KEFALA DAERAH
TINGKAT 11 MOJOKERTO
Sekretaris Kotamadya Daerah
Cap. ttd

Ir. Brs. HANDOKO LEPDQ PRASTOWO
Pembina Tingkat I

NIP. 310040 490



II.

PENJELASAN

ATAS

'PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT 11 MOJOKERTO

NOMOR 7 TAHUN 1998
TENTANG

PAJAK FENERANGAN JALAN

PENJELASAN UMUM

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-
pokok Pemerintahan Di Daerah, Pajak merupakan sumber Pendapatan
Dacrah, agar Pmerintah Dacrah dapat mengatur dan mengurus rumah
tangga disamping penenmaan lain (subsidi/ bantuan dan bagi hasil pajak
dan bukan pajak).

Sumber pendapatan dari Pajak Penerangan Jaian diharapkan menjadi
sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
untuk meringkatkan dan memeratakan kesejahteraan masyarakat sejalan
dengan tujian yang ingin dicapai, maka Peraturan Daerah ini menetapkan

~ketentuan-ketentuan pokok yang memberikan pedoman kebijaksanaan dan
arahan bagi aparat Pemerintah Dacrah dalam melaksanakan pemunguian

Pajak - Penprangan Jalan, sekaligus menetapkan pengaturan, penerapan
prosedur umum perpajakan daerah yang berpedoman pada Undang-undang
Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Dearah, oleh karena itu Peraturan
Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 5 Tahun 1994
tentang Pajak Penerangan Jalan Di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat I
Mojokerto yang ditetapkan tanggal 12 Januari 1994 perlu disesuaikan
dengan Peraturan perundang-undangan dimaksud.

Sehubungan dengan hal iersebut, maka Pemerintah Kotamadya
Daerah Tingkat II Mojokerto mengambil langkah untuk mengatur: frembali
ketentuan mengenai Pajak Penerangan Jaian dengan Peraturan Daerah ini.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Pasal ini memuat istilah yang divergunukan
Peraturan Daerah ini.

Dengan adanya pengertian tentang istilah tersebut
dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah
tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan
melaksanakan pasal yang bersangkutan schingga
baik Wajib Pajak maupun aparatur dalam
melaksanakan hak dan kewajibannya dapat berjalan
lancar dan  akhirnya dapat dicapai tertib
administrasi.



Pasal 2  sampai
dengan Pasal 23

Pasal 24 ayat (1)

ayat (2)
ayat (3)
avat (4)
ayat (8)

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27 sampai

dengan Pasal 35

Pengertian ini diperiukan karena istilah - istilah
mengandung pengertian yang baku dan icknis
bidang perpajakan daerah.

: Cukup jelas ,
: Apabila Wajib Pajak berpendapat bahwa jumlah

pajak dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah dan
pemungutan tidak sebagaimana mestinya, maka
dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala
Daerah yang menerbitkan Surat Ketetapan Pajak
Daerah.

Keberatan yang diajukan adalah tferhadap materi
ataw- isi dari Ketetapan .dengan membuat

‘perhitungan  jumlah yang seharusnya dibayar

menurut perhitungan Wajib Pajak dan keberatan
tersebut harus diajukan untuk satu tahun Pajak
Penerangan Jalan.
~ huruf a

sampai Cukupiclas ;

dengan huruf e :

: Cukup jelas ;
: Cukup jelas ;
. Cukup jelas ;
. Ketentuan ini dimaksudkan agar Wajib Pajak tidak

menghindarkan kewajiban untuk membayar pajak
yang teiah ditetapkan dengan dalih mengajukan
keberatan schingga dapat dicegah terganggunya
penerimaan daerah ; _

: Cukup jelas ; _
: Imbalan bunga dihitung sejak bulan perlunasan

sampai diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah
lebih banyak ; ‘

' Cukup jelas.
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